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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan usaha tidak terlepas dari pengertian perusahaan itu sendiri, pengertian 

perusahaan adalah : Merupakan pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang sebagai salah satu bentuk perusahaan perorangan yang 

dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perbedaan perusahaan perseorangan ini dengan 

persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha dalam perusahaan 

perseorangan hanya seorang, sedangkan jumlah pengusaha dalam persekutuan dua orang

iatau lebih.

Suatu badan usaha harus ada pemisahan antara harta pribadi pemilik, harta pengurus

dengan harta perusahaan. Konsep yang seperti ini merupakan ciri utama dalam suatu badan

usaha yang berbadan hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun

1997 tentang dokumen perusahaan, yang disebut perusahaan adalah : “Setiap bentuk usaha 

yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh 

keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan 

usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan

berkedudukan diwilayah RI

H.M.N Purwosutjipto , "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia". Djmnbatan, Jakarta, 1986, IIIm. I

1
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Dari pengertian perusahaan tersebut diatas tampak bahwa ruang lingkup perusahaan 

cukup luas, karena perusahaan mencakup setiap bentuk usaha. Bentuk usaha dalam 

kepustakaan Hukum Perusahaan oleh para ahli hukum dibagi dalam 2 golongan besar yaitu 

badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang 

berbadan hukum salah satu diantaranya adalah Perseroan Terbatas atau PT.

Di bidang ekonomi, sasaran umum pembangunan tersebut antara lain diarahkan 

kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mencapai sasaran 

tersebut, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong 

menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi 

adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan 

hukum yang lama. Dengan ketentuan baru ini, diharapkan Perseroan Terbatas dapat 

menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan 

menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.3

Secara teoritis hukum perusahaan berarti serangkaian ketentuan yang mengatur 

tentang badan badan usaha. Ketentuan yang dimaksud bersumber kepada peraturan

] SentosB Sembiring, “ Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas ", Nuansa Aulia, 2006 Hlm 14 
Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Tambahan'Lembaran Negara RI No. 3687

I
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belum dikodifikasikan danperundang-undangan,. baik yang sudah dikodifikasikan, maupun 

kebiasaan yang berlaku dalam praktik diinia usaha.4

Dalam membentuk suatu perusahaan yang paling utama adanya perjanjian baik yang

dibuat berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian antar pribadi pihak- 

pihak yang mengadakan perjanjian. Karena pendirian suatu perusahaan akan tetap sah 

asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUH Perdata,5 seperti juga 

diatur didalam Pasal 1313 KUH Perdata.6

Seiring dengan perkembangan dunia usaha maka berbagai pihak mulai melakukan 

pengkajian terhadap dunia usaha secara komprehensif baik dari sudut praktis maupun 

teoritis. Hal ini disebabkan dalam dekade terakhir dunia bisnis melintas antar negara

demikian cepat, karakteristik dari perusahaan banyak dipengaruhi oleh sistem hukum dari

negara asal perusahaan yang bersangkutan.

Lebih tegas bahwa dalam perusahaan sudah pasti ada perkumpulan. Perkumpulan 

dalam suatu persekutuan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak mempunyai 

kepentingan pribadi tersendiri, dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. 

Adapun suatu perkumpulan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Adanya beberapa 

orang yang sama-sama mempunyai kepentingan terhadap sesuatu, Beberapa orang yang

Irwadi, Dalam Sentosa Scmbiring" Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas" , Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 13 
5 Pasal 1320 KUHPerdata : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Pasal 1313 KUHPerdata : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu 

orang lain atau lebih.
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berkepentingan tersebut berkehendak (bersepakat), tujuan untuk mendirikan perkumpulan, 

dan Kerja- sama.7

Menurut Prof Soekardono bahwa pada dasarnya terjadinya sebuah perjanjian karena 

sebelum badan baru itu terbentuk para pendiri tersebut sudah mengadakan kesepakatan 

terlebih dahulu unsur-unsur dari suatu badan itu adalah : Persetujuan kehendak untuk 

mendirikan suatu perkumpulan baru, Kecakapan berbuat para pihak, Suatu hal (objek) 

tertentu yaitu benda yang menjadi objek perjanjian, Tujuan yang sah yang tidak dilarang 

oleh Undang-Undang atau hukum seperti diatur didalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Jadi disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa 

konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain, hal ini ditegaskan

8

dalam Pasal 1338 KUH Perdata9

Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai beberapa asas antara lain :
/

Asas Konsensualitas, menurut asas ini perjanjian sudah timbul dan mengikat sejak 

tercapainya konsensus atau kesepakatan antara ke-2 belah pihak mengenai objek perjanjian, 

Perjanjian berlaku Undang-Undang, jika perjanjian telah dilahirkan maka pihak-pihak yang 

membuat wajib melaksanakannya, dengan itikad baik, artinya pelaksanaannya tidak boleh

7 H.M.N Purwosutjipto, Op.Cit, Hlm. 9
Pasal 1337 KUHPerdata : Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan 

dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
9 Pasal 1338 KUHPerdata : Semua persetujuan yang dibuat dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan 
ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan hams dilaksanakan dengan itikad baik.

'
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merugikan pihak yang bersangkutan. Seperti juga yang ditegaskan dalam Pasal 1339 KUH 

Perdata.10

Menurut Molengraaff suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut: Terus-menerus atau tidak terputus-putus, Secara terang-terangan (karena 

berhubungan dengan pihak ketiga), Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan 

perniagaan), Menyerahkan perjanjian-perjanjian dan perdagangan, harus bermaksud 

memperoleh laba.11

Pengertian perusahaan sendiri menurut Polak adalah baru ada perusahaan apabila 

diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat dikerjakan, dan 

segala sesuatu yang dicatat dalam pembukuan.

Perusahaan menurut pendapat tersebut diatas, dapat dimengerti bahwa pengertian

perusahaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : Badan Usaha yang menjalankan

kegiatan dalam bidang ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu seperti salah satunya adalah 

Perseroan Terbatas, hal ini dapat diketahui melalui izin usaha seperti pada perusahaan

perseorangan.

Mencermati bentuk badan hukum perusahaan yang begitu luas, maka fokus skripsi ini 

adalah menyangkut tentang badan usaha perseroan terbatas. Karena apabila diperhatikan 

para pelaku bisnis lebih tertarik mendirikan badan usaha yang berbadan hukum dalam hal

10 Pasal 1339 KUHPerdata : Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya. melainkan juga segala 
f^uatu yang menurut sifatnya^crsctujuan dituntut berdasarkan keadilan atau kebiasaan atau Undang-Undang.

12 Mustafa A. Sircgar, "Kapita Selekta Pengetahuan Hukum Dagang", IND-H1LL-CO, Jakarta. 1990, Ulm. 24
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ini perseroan terbatas (PT) selain itu bentuk PT dapat dijadikan sarana untuk menuju kearah 

bisnis yang lebih liberal dan terbuka.

Dalam membahas tentang perseroan terbatas terlebih dahulu harus diketahui tentang 

sistem pendirian perseroan terbatas itu sendiri, untuk mendirikan badan usaha perseroan 

terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan yang dibagi dalam dua bagian sebagaimana diatur 

juga didalam Undang-Undang No.l Tahun 1995.

Sistem pendirian Perseroan Terbatas dibagi dalam 2 (dua) syarat yaitu :13 syarat 

formal yaitu suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dengan akta notaris, 

seperti yang disebutkan didalam Pasal 7 UUPT. Sedangkan syarat kedua adalah syarat 

Materiil, yaitu syarat yang mana dalam pendirian Perseroan Terbatas harus adanya modal, 

modal dalam Perseroan Terbatas terdiri dari 3 jenis yaitu : modal dasar, modal ditempatkan 

atau modal yang telah diambil, dan modal disetor.

Berangkat dari pemikiran diatas, ketika suatu perseroan terbatas hendak didirikan 

maka harus ada minimal dua (2) orang. Untuk bila suatu perseroan terbatas sudah berdiri 

dan pemegang saham kurang dari 2 orang, maka pendiri harus mencari partner baru. Bila 

tidak risiko yang akan diderita oleh Perseroan Terbatas akan menjadi tanggung jawab 

pribadi pendiri.14

Dari terbentuknya Perseroan Terbatas, maka suatu Perseroan Terbatas dapat terjadi 

pembubaran. Maka secara implisit dalam UUPT disebutkan paling tidak ada 3 (tiga) alasan

Edilius, "Pengantar Ekonomi Perusahaan", Rincka Cipta, Jakarta, 1992, Hlm. 109 
Sentosa Sembiring Op.Cit, Hlm. 18
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untuk membubarkan Perseroan Terbatas seperti yang diatur didalam Pasal 114 UUPT yaitu 

: Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas 

sudah habis, Berdasarkan penetapan pengadilan. Diikuti oleh likuidasi melalui penunjukan 

likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Ketentuan mengenai pengangkatan, 

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan 

pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas yang kemudian mendorong penulis untuk

meneliti masalah yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas yang lebih lanjut

dituangkan dalam skripsi berjudul: ANALISIS PEMBUBARAN PERSEROAN

TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG

PERSEROAN TERBATAS.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal apa yang menyebabkan Perseroan Terbatas dapat dibubarkan ?

2. Bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap 

Pihak ke-3 (tiga) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan Perseroan Terbatas dapat dibubarkan 

menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
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2. Untuk mengetahui fungsi dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang 

dibubarkan terhadap Pihak ke-3 (tiga).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis, adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan 

dapat menjadi bahan referensi dan sumbangan pengetahuan mengenai hal-hal 

yang menyebabkan Perseroan Terbatas dapat dibubarkan dan tanggung jawab 

Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap Pihak ke-3 (tiga).

b. Manfaat Praktis, ada 2 (dua) yaitu :

a. Menambah ilmu pengetahuan penulis sendiri mengenai pembubaran Perseroan 

Terbatas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan 

terhadap Pihak ke-3 (tiga) berdasarkan Undang-Undang No.l Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas.

b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

bagaimana sistem pembubaran Perseroan Terbatas dan tanggung jawab 

Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap Pihak ke-3 (tiga) 

berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi atau 

menitik beratkan persoalan pada pembubaran Perseroan Terbatas menurut Undang- 

Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, serta sistem likuidasi dan
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tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang dibubarkan terhadap Pihak ke-3

(tiga).

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adalah

yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data 

sekunder. Oleh sebab itu jenis penelitian ini sering disebut penelitian 

kepustakaan.15

penelitian

Data-data yang didapat mencakup buku dan sumber lain yang ada hubungannya

dengan permasalahan.

2. Sumber Bahan

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, sehingga jika dikaitkan 

dengan pembagian bahan secara umum. Maka yang digunakan adalah bahan 

sekunder, bahan sekunder dalam penelitian hukum normatif disebut ” bahan 

hukum” mencakup :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Meliputi 

Per-Undang-Undangan dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

,J Socrjono Sockamto, "Pengantar Penelitian Hukum UI-Press. Cetakan Ketiga", 1986 Hlm.52
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b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya 

kalangan hukum.16

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, 

majalah, dan jurnal ilmiah.17

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah study kepustakaan 

atau study dokumen (documentary study), study kepustakaan merupakan metode

tinggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum dalam

skripsi ini mempergunakan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Bahan penelitian

Bahan penelitian yang terkumpul dan diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu 

menganalisis bahan-bahan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa 

kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

16 Usmawndi, “Penulisan Ilmiah Hidang Hukum", UNSRI. Palembang, 2005. Win. 18
^Socrjono Sockanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Radjawali Press, Jakarta. 1990. Hlm. 14-
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